
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2OO9

TENTANG

PENJABARAN ANGGAR,AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2O1O

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERN U R SUMATERA UTARA,

bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2010, perlu ditetapkan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapakan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provnsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom ProvinsiAceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun '1g85 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nbmor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara Republit< lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor't8 Tahun 1gg7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor246Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun '1997 tentang Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun

1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688),

Undang-undang Nomor 28 Tahun 199g tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 199g Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355);

1.

J.

4.

6.



8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratu€n Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik tndofiesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lemba€n NegaE Republik lndonesia Nomor 4389):

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OM tentang Pemeriksahaan Pengelolaan dan Tanggungjawab KeuangEn Negara {Lembaran Negara

Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
10- undang-Undang Nomor 2S Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor'104, Tambahan Lembaran Nega.a Republik lndonesia Nomor4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerinbhan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang Perimbangan Keuangan AntaE Pemerintah Pusat dan Pemedntahan Daerah (Leftbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 20M Nomor '126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438)i
13. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewEn Perwakilan Rakyat, Dewan PerwEkilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan LembaEn NegaE Republik lndonesia Nomor 5043);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negsra Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dan Pengaw€san atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor zl1, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4090);

16. Peaaturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran NegaE Republik lndonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemednlah Nomor 66 Tahun 2OOl tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangen Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negare

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nega€ Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerinlah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Pelatulan Pemedntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4540);
'19- Peraturan Pemerintiah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Bedan Layanan Umum (Lembaran Nega€ Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang Slandar Akuntansi Pemenntahan (Lembaran NegaE Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503)i
21. Peraturan Pemerinlah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4576);
24. Peraturan Pemednlah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

-. Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemednlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);



28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedbman PenyiJsunan dan p€nerapan Sbndar P€layanan Minimal (L€mbaran Negara
R€publik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran ll€gara Republik IndorEsb Nomor 4585);

27. Peratu€n P€merintEh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pehpo.an Keuargan dan Kineia lnstansi Pemerinteh (Lembaran Negara Republik

lndohesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran N€gara Republik lndonesie Nomor 4614);

28. Peraluran iGnbri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bntrang P€dornan Pengelolaen lcuang€n Daerahi

29. Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawesan Peraturan Da€rah dan Peraturan l(epala Daerah ;
30. Peraturan Menied Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedornan P€nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Deer€h Tahun

Angga.an 2010;
31- Peraturan Daelah Provin6i Suinatera Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasiden TatBkeia Sekretadat Daerah dan Soktetarial Dewsn

Per$,akilan Rakyat Daerah Ptovirci Sumatere Utara (Lembaran Daerah Provingi Sumatera ulaE Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan L6mbaran
Daerah Provlnsi Sumaiera Utiara Tahun 2008 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Ulsra Nomor 8 Tahun 2008 teniang OrgEnisasidan Tata K6rja Dinas-Dinas Daerah Provin6i SumateE
Utara (L€rnbaran DaeEh Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Povinsi SumaEre Utara Nomor 8):

33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor g Tahun 2008 Fnlang Oryanbasidan Tata lcrja Badan dan Lembaga Teknb Daerah Provinsl

Sumatera Utara (Lembaran D*rah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomq I, Tanbahan LembaEn Daerah Provinsi Sumatera Ubra

UE UTUSKAN :

Menetapkan : PEMTURAII GUBERNUR TENTANG PEIIJABARAN ANGGAMN PENDAPATAiI DAI{ BELANJA DAERAH PROVINSI SUIIATERA UTARA

TAHUN AI{GGARAN 2OIO.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja

Surplus/(Defi sit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 3,434,511,793,568.00
Rp. 3,833,180,911,120.00

Rp, (398,669,117,552.00)

Rp. 458,U2,702,552.00
Rp. 60,173,585,000.00

Rp. 398,669,117,552.00
Rp.



Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum Calam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PasEl 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 lanuari 2010.

Agar setiap ordng mengebhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempabnnya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara,

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 September 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAEMH PROVTNSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 3:


